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	Formulir

Surat Perjanjian Kerjasama Sertifikasi Tipe-5
No: 



Yang bertanda tangan di bawah ini:
	1.
	Nama

	:
	Ngadiman Sastro

	
	Nama Instansi
	:
	PT. Integrita Global Sertifikat

	
	Alamat
	:
	Ruko Taman Tekno BSD Sektor XI Blok F 3, Desa/Kelurahan Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15314


Untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA
	2.
	Nama

	:
	Mohon diisi (Direktur Utama/Direktur)

	
	Nama Perusahaan
	:
	Mohon diisi

	
	Alamat
	:
	Mohon diisi


Untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada tanggal ………………….. 202… bersepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama Sertifikasi, untuk:
	-
	Produk

	:
	Mohon diisi 

	-
	Standar

	:
	SNI 62560:2015


	-
	Merek 
	:
	Mohon diisi

	-
	Lokasi audit dan/ pengambilan contoh
	:
	Mohon diisi


 Perjanjian Kerjasama Sertifikasi tersebut diatur sebagai berikut:

Pasal 1

Permohonan Sertifikasi
PIHAK KEDUA menyerahkan dokumen atau data yang diperlukan dalam pelaksanaan sertifikasi produk untuk digunakan sebagaimana mestinya oleh PIHAK PERTAMA.
Pasal 2

Kerahasiaan
PIHAK PERTAMA berkewajiban menjaga kerahasiaan data yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.
Pasal 3

Kewajiban Para Pihak
PIHAK KEDUA wajib mematuhi aturan dan atau persyaratan dan atau perundang-undangan terkait dengan kegiatan sertifikasi produk baik yang ditetapkan oleh LSPro PT. Integrita Global Sertifikat maupun yang ditetapkan oleh Pemerintah, antara lain:

1. Selalu memenuhi persyaratan sertifikasi (contoh: kelengkapan perjanjian sertifikasi, pembayaran biaya, penyediaan informasi tentang perubahan produk yang disertifikasi, penyediaan akses ke produk yang disertifikasi untuk kegiatan sertifikasi awal, surveilen atau resertifikasi), termasuk menerapkan perubahan yang sesuai bila perubahan tersebut telah dikomunikasikan oleh LSPro PT. Integrita Global Sertifikat;

2. Melaksanakan kegiatan surveilen atau resertifikasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh LSPro PT. Integrita Global Sertifikat. Bersedia untuk dicabut sertifikasi yang telah diterima apabila surveilen atau resertifikasi tidak dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan;
3. Jika sertifikasi berlaku untuk produksi yang sedang berlangsung, produk yang disertifikasi secara terus menerus harus memenuhi persyaratan yang berhubungan langsung dengan produk yang ditentukan dalam standar produk atau dokumen normatif lainnya yang tercantum pada skema sertifikasi;

4. Membuat seluruh pengaturan yang diperlukan untuk:
a) Pelaksanaan evaluasi, termasuk ketentuan untuk memeriksa dokumentasi dan rekaman, dan akses terhadap peralatan, lokasi, wilayah, personel, dan subkontraktor klien yang relevan; 
b) Penyelidikan pengaduan;

c) Partisipasi pengamat, jika diperlukan;
5. Membuat pernyataan terkait sertifikasi sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi (identifikasi produk, skema sertifikasi, standar dan dokumen normatif lain termasuk tanggal publikasinya);
6. Akan menyimpan dokumen teknis dalam bentuk softcopy dan/atau hardcopy untuk barang yang telah diatur sesuai perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi yang telah diratifikasi dengan waktu penyimpanan yang ditetapkan;
7. Tidak menggunakan sertifikasi produk/barangnya sedemikian rupa sehingga mengakibatkan reputasi LSPro PT. Integrita Global Sertifikat menjadi buruk dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi produknya yang dianggap oleh LSPro PT. Integrita Global Sertifikat sebagai menyesatkan atau tidak sah (contoh: menggunakan merek tidak sesuai dengan seharusnya; tidak melakukan perbuatan yang melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta dan perbuatan-perbuatan lainnya yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang telah diatur dalam undang-undang);
8. Pengurangan, pembekuan dan pencabutan sertifikasi;
a) Pengurangan lingkup sertifikasi; pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup sertifikasi selama periode sertifikasi;
b) Pembekuan sertifikasi; dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi apabila pemohon tidak bersedia untuk surveilen dan/atau evaluasi khusus, tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan pada saat surveilen dan/atau evaluasi khusus atau pemohon menyampaikan permintaan pembekuan kepada Lembaga Sertifikasi (periode pembekuan paling lama 6 (enam) bulan);
c) Pencabutan sertifikasi; dilaksanakan apabila pemohon tidak bersedia untuk surveilen dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan atau pemohon menyampaikan permintaan pencabutan sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi.
Lembaga Sertifikasi dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan sertifikasi atau tindakan lain yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan.
9. Jika klien memberikan salinan dokumen sertifikasi kepada pihak lain, dokumen harus direproduksi secara keseluruhan atau seperti yang ditentukan dalam skema sertifikasi; 
10. Dalam membuat referensi untuk sertifikasi produk di media komunikasi seperti dokumen, brosur atau iklan, klien harus memenuhi persyaratan LSPro PT. Integrita Global Sertifikat; atau seperti yang ditentukan dalam skema sertifikasi; 
11. Memenuhi persyaratan apapun yang mungkin ditentukan dalam skema sertifikasi yang berhubungan dengan penggunaan tanda kesesuaian, dan informasi yang terkait dengan produk;
12. Menyimpan rekaman seluruh keluhan yang diketahui berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi dan membuat rekaman tersedia bagi LSPro PT. Integrita Global Sertifikat bila diminta;
a) Mengambil tindakan yang tepat terhadap keluhan dan setiap kekurangan yang ditemukan dalam produk yang mempengaruhi kesesuaiannya terhadap persyaratan sertifikasi;

b) Mendokumentasikan tindakan yang diambil.
13. Menginformasikan kepada LSPro PT. Integrita Global Sertifikat, tanpa penundaan, perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk sesuai dengan persyaratan sertifikasi. Contoh perubahan dapat termasuk:

a) Status hukum, komersial, organisasi atau kepemilikan,

b) Organisasi dan manajemen (misalnya manajemen kunci, pengambil keputusan atau staf teknis), 
c) Modifikasi produk atau metode produksi,

d) Alamat kontak dan lokasi produksi,

e) Perubahan mayor pada sistem manajemen mutu. 
PIHAK PERTAMA akan memberikan salinan asli laporan inspeksi/audit dan laporan/sertifikat hasil uji.
Pasal 4

Pembayaran
PIHAK KEDUA berkewajiban membayar biaya yang timbul dari kegiatan sertifikasi produk ini kepada  PT. Integrita Global Sertifikat sesuai dengan penawaran atau tagihan biaya yang ditetapkan. 

Pasal 5
Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat
PIHAK PERTAMA menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Kesesuaian kepada PIHAK KEDUA dengan masa berlaku sertifikat ......................................................., bila hasil evaluasi sistem mutu dan produknya memenuhi standar SNI dan persyaratan lainnya.
Pasal 6
Surveilen dan Resertifikasi
Selama masa berlakunya sertifikasi, PIHAK KEDUA dan atau produsennya wajib mempertahankan konsistensi penerapan sistem mutu dan menjaga mutu produk sesuai dengan persyaratan.
1. PIHAK PERTAMA melaksanakan surveilen (pengawasan berkala) minimal setahun sekali. Penundaan surveilen hanya dapat dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan dari tanggal Sertifikat Kesesuaian diterbitkan.
2. Apabila dalam kurun waktu 1 (satu) bulan dari periode penundaan klien tidak melakukan proses surveilen, maka LSPro PT. Integrita Global Sertifikat wajib memberikan peringatan kepada klien agar dalam kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung tanggal peringatan diterbitkan harus melakukan surveilen.

3. Sampai batas waktu peringatan yang diberikan surveilen tetap tidak dapat dilaksanakan, LSPro PT. Integrita Global Sertifikat mengirimkan surat pencabutan Sertifikat Kesesuaian.
4. PIHAK PERTAMA melaksanakan resertifikasi sebelum masa berlaku Sertifikat Kesesuaian berakhir. PIHAK KEDUA wajib mengajukan permohonan resertifikasi kepada PIHAK PERTAMA, 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Kesesuaian berakhir. 
5. LSPro PT. Integrita Global Sertifikat mengirimkan pemberitahuan pertama kepada klien paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum Sertifikat Kesesuaian habis masa berlakunya.
6. Pemberitahuan kedua dikirimkan apabila 7 (tujuh) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Kesesuaian berakhir, klien belum mengajukan permohonan resertifikasi.
7. Proses audit resertifikasi dilaksanakan secara menyeluruh mencakup seluruh elemen sistem manajemen mutu dengan memperhatikan titik kritis yang terdapat pada skema sertifikasi.
8. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan proses resertifikasi tidak dilaksanakan maka harus mengikuti proses sertifikasi awal.
Untuk memastikan bahwa PIHAK KEDUA dan atau produsennya masih konsisten menerapkan sistem mutu dan menjaga mutu produk sesuai dengan persyaratan.
Pasal 7
Perbaikan Temuan Asesmen
Setiap temuan ketidaksesuaian baik pada saat asesmen awal maupun pada saat surveilen atau resertifikasi, wajib diperbaiki oleh PIHAK KEDUA dalam masa waktu tertentu. Jika PIHAK KEDUA tidak memperbaiki temuan ketidaksesuaian maka PIHAK PERTAMA berhak membekukan atau mencabut Sertifikat Kesesuaian. 
Pasal 8
Ruang Lingkup Sertifikasi
Sertifikat Kesesuaian yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau produsennya hanya berlaku untuk ruang lingkup yang ditetapkan dalam sertifikasi. 

Pasal 9
Banding atau Perselisihan
Dalam hal adanya perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah.
Apabila hal tersebut tidak dicapai penyelesaian, maka hal tersebut akan diserahkan penyelesaiannya kepada KOMITE BANDING dan atau melalui penyelesaian pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pasal 10

Keadaan Kahar (Force Majeure) 
Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah keadaan yang tidak dapat dipenuhinya Perjanjian Kerjasama oleh kedua belah pihak karena terjadi suatu peristiwa yang bukan karena kesalahan para pihak. Peristiwa mana tidak dapat diketahui/ tidak dapat diduga sebelumnya yang diluar kemampuan manusia, seperti bencana alam (contoh: gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir), huru-hara, perang, pemogokan umum yang bukan kesalahan para pihak, sabotase, pemberontakan, epidemic/ pandemic yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini. Apabila terjadi Keadaan Kahar (Force Majeure) maka:
1. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar (Force Majeure) tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap Keadaan Kahar (Force Majeure). Pihak yang mengalami Keadaan Kahar (Force Majeure) harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai bukti yang layak dalam waktu selambat-lambatnya 7x24 jam setelah terjadinya Keadaan Kahar (Force Majeure) dan PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan secara musyawarah.

2. Apabila dalam 7x24 jam sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada tanggapan dari pihak penerima pemberitahuan dimaksud, Keadaan Kahar (Force Majeure) tersebut dianggap telah disetujui.
3. Dalam hal PIHAK KEDUA mengalami Keadaan Kahar (Force Majeure), PIHAK PERTAMA dapat mempertimbangkan untuk melakukan penundaan surveilen atau resertifikasi dan pembekuan Sertifikat Kesesuaian sementara waktu sampai dengan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mencapai kesepakatan untuk dilakukan proses surveilen atau resertifikasi dan hasil surveilen atau resertifikasi produk memenuhi standar SNI.
Pasal 11

Berakhirnya Perjanjian
Perjanjian kerjasama ini (dapat) berakhir apabila:

1. Klien tidak melakukan pembayaran biaya sertifikasi.

2. Klien melakukan pembatalan kerjasama proses sertifikasi atau salah satu pihak mengakhiri perjanjian ini.

3. Apabila terjadi pencabutan dan/atau pembatalan sertifikat produk maka secara otomatis putus perjanjian kontrak kedua belah pihak.

4. Terjadinya hal-hal di luar kemampuan para pihak (contoh: terjadinya Keadaan Kahar (Force Majeure).

5. Terdapat/terbitnya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya kerjasama ini.
Pasal 12

Lain-Lain
Hal-hal lain yang belum diatur dan dianggap perlu oleh kedua belah pihak dalam Surat Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam suatu amandemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 13
Penutup
Surat Perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai serta ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.








Tangerang Selatan, …………. 202..
PIHAK PERTAMA,





PIHAK KEDUA,

LSPro PT. Integrita Global Sertifikat,  



Pemohon,







Ngadiman Sastro





………………………
Kepala LSPro





               Direktur Utama/Direktur
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